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AHSTRAKSI 

KEBERADAAN BADAN HUKUM KOPERASI KARYA BAKTI 
NlJSANTAl~A MEDAN DALAM MEMHANTU MF;NINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN ANGGOTANY A 

OLER 
Tehemano Gulo 

NlM : 97 840 0052 
JURUSAN HUKUM KEPFRDATAAN 

Koperasi didirikan atas kepentingan anggota-anggotanya dengan tujuan 
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian keberadaan 
sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong 
sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 
tentang perkoperasian. Koperasi adalah sebuah badan hukum yang pertanggung 
jawabannya dibebankan pada pengurusnya. 

Permasalahan yang diajukan sehubungan dengan penelitian skripsi ini 
adalah tentang : " Bagaimana sebuah badan · hukum koperasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya " . 

Sedangkan hipotesis yang diajukan adalah " Untuk mendapatkan sebuah 
badan hukum bagi sebuah koperasi maka diperlukan syarat-syarat tertentu, dengan 
didapatkannya status badan hukum maka koperasi dapat bertindak selayaknya 
manusia dengan menghimpun kepentingan anggotanya. Dengan dasar tersebut maka 
sebuah koperasi dapat dijalankan sebagai lembga usaha yang keuntungannya 
dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya " . 

Setelah melakukan pembahasan maka didapatkan basil penelitian berupa : 
1. Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan adalah suatu bentuk koperasi yang lahir 

karena kepentingan bersama para anggotanya yang bemaung di bawah organisasi 
Yayasan Biro Jasa Karya Bakti Nusantara Se Sumatera Utara. 

2. Peningkatan kesejahteraann anggotanya dilakukan melalui pelaksanaan 
pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit kepada anggota Koperasi selain 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada anggotanya juga sebagai 
suatu bentuk usaha dari koperasi yang bersangkutan sehingga dengan demikian 
dari basil usaha tersebut dapat ditindak lanjuti kemajuan koperasi tersebut. 

3. Pertanggung-jawaban atas aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh suatu koperasi 
dipegang oleh pengurus-pengurus koperasi tersebut. Pengurus-pengurus suatu 
koperasi tersebut yang bertindak atas nama dan untuk segala aktivitas koperasi 
tersebut. Sehingga dengan demikian apabila dimintakan pertanggung-jawaban 
suatu koperasi maka pengurus mewakili koperasi sebagai suatu badan hukum. 
Selain hal tersebut dapat juga diperlakukan sistem perwakilan. Dimana koperasi 
melalui pengurusnya memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak dan 
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atas nama dari kopcrasi tcrscbut. Biu~anya dulum hal ini ndalah scornng kuasu 
hukum. 

4. Keberadaan lembaga usaha koperasi sebagai lembaga sosial di tengah-tengah 
anggotanya adalah sebagai lembaga yang mclaksanakan program pcningkatan 
kescjahtcraan anggotanya. 
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BAB I 

PE N D A H U L U A N 

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri 

oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dulam sualu lcmput 

tertentu. Pengelompokkan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan 

masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai 

corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan 

oleh keberadaan masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat sebagai mana yang dikatakan yang terdiri dari individu 

merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat 

bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingkan sendiri. Selain 

individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu 

badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehinga dengan 

akibat tersrbut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang 

hukum 

Di satu s1s1 yang terjadi dewasa mt, perihal kemerosotan 

perekonomian di Indonesia yang disebabkan merosotnya nilai kurs Rupiah 

atas Dolar AS serta ditarnbah krisis kepercayaan terhadap para pemimpin 

bangsa maka bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan semakin sulit 

untuk mencapai tujuan bangsa dan negara yaitu mensejahterakan rakyat. 
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2 

Aspck yang sangut tcrpcnting dcwusu ini yung hmus dilukukun uduluh 

rnernupuk rasa persahabatan dan persaudaraan dalam kehidupan bangsa 

Indonesia, terrnasuk halnya dalarn kegiatan ekonomi, yang sa1ah satunya 

dilanjutkan dengan membuat suatu koperasi sebagai wadah bersama untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

Pengkajian kelayakan koperasi sebagai alternatip perwujudan sistirn 

perekonomian nasional tidak sa3a dikaji secara konseptual dari waktu ke 

wak:tu namun juga dihayati sebagai bentuk dasar ekonomi kebangsaan yang 

berakar kepada falsafah dan dasar bangsa kita yakni Pancasila. 

Koperasi didirikan atas kepentingan anggota-anggotanya dengan 

tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian 

keberadaan sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan 

gotong royong sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 

25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa selain manusia sebagai objek 

hukum dikenal juga subjek hukum lainya yaitu badan hukum. Sebuah koperasi 

mewakili karakter para anggota dan pengurus, sehingg_a apabila para anggota 

maupun para pengurus bertindak atas nama sebuah koperasi hal ini tersebut 

berarti dalam hukum bukan angota maupun pengurus sebuah koperasi yang 

bertanggung jawab secara secara peribadi atas pertangung jawaban hukum 

yang dimintakan kepada rnereka tetapi mereka bertindak atas nama atau 

mewakilikoperasi tesebut. 
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:1 

Jadi dcngan dcmikian hums duput dipisuhkun mnnn schllnurnyn 

perbuatan koperasi. Dalam rangka kepentingan inilah dibutuhkan suatu status 

badan hukum dari suatu organisasi atau lembaga termasuk hainya dalam hal 

pendirian sebuah koperasi yang merupakan pengejewantahan secara total 

kepentingan dari anggotanya. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sebelum penulis membahas lebih lanjut rnengenal isi skripsi maka 

perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul 

skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran 

mengenai maksud judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi 

pembaca untuk meng~tahui arah dari materi skripsi ini . 

J udul skripsi yang penulisan aj ukan adalah : KEBERADAAN 

BADAN HUK_UM KOPERASI KARYANUSANTARA MEDAN DALAM 

MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANY A". 

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan 

menguraikan kata demi kata sebag_ai berikut : 

Keberadaan terdiri dari kata " ada " dan akhiran" an ". 

Keberadaan menunjukkan keadaan suatu hal terhadap suatti keadaan yang 

dipengaruhinya". 1 

1 Sutan Mohammad Zain, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Grafica, 
Jakarta, 1988, hal. 569 . UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Badan ·hukurn adalah perkurnpulan/organisasi yang didirikan dun dapat 

bertindak sebagai subyek hukum . Misalnya dapat memiliki harta kekayaan, 

mengadakan perjanjian dan sebagainya. ,, 2 

Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan, rnerupakan sebuah nama koperasi 

yang ada di kota Medan. 

Koperasi rnenurut Pasal 1 ayat ( 1 ) UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan 

usaha koperasi dengan rnelepaskan kegiatan berdasarkasn perinsip 

koperasi sekaligusgerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 3 

Dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah 

merupakan salah satu tujuan berdirinya sebuah koperasi sesuai dang~n 

Pasal 3 UU 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pembahasan skripsi 

penulis ini sekitar tentang keberadaan sebuah badan hukum koperasi di dalam 

hal meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dimana koperasi sebagai objek 

penelitian dalam hal ini adalah Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan. 

B. Afasan Penelitian Judul 

Sejak dicantumkan dalam Undang - Undang 1945 Pasal 33 maka 

2 J.C.T. Simorangkir dkk; Kamus Hukum, Aksra Baru, 1983, hal. 25. 

3 Adi Nugroho, Sukses Berkoperasi, CV. Aneka, Solo, 1996, hal. 90 . 
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kedudukan koperasi sebagai benluk badan usaha yang scsuai unluk bnngsu 

Indonesia menjadi kuat. Dalam pelaksanaan maka melalui UURI No. 25 

Tahun 1992 tantang perkoperasian dan diatur segala scluk beluk mengenai 

kehidupan berkoperasi Indonesia. 

Upaya pembangunan koperasi tcrpadu dcngan mclibatkan scmua unsur 

terkait . dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dengan tetap 

memelihara kemurnian azas dan pelaksanaan koperasi . Dalam masa krisis 

ekonomi seperti dewasa ini terjadi maka momentum keberadaan koperasi 

sebagai bentuk usaha yang disusun berdasarkan kekeluargaan memiliki 

tenggang rasa serta ketahanan yang ulet dari segi kekuatan menghadapi krisis 

perekonomian. 

Sebagai sebuah bentuk tujuan bersama maka sebuah koperasi juga 

difungsikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. Dengan tujuan tersebut semua sumber daya yang dimiliki sebuah 

koperasi hams dapat difungsikan sebagaimana layaknya sebuah usaha 

bersama, termasuk halnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi 

terse but. 

Apabila kita lihat keberadaan yang ada dewasa ini khususnya di Kota 

Medan, perihal berjalannya sebuah koperasi sering kali hanya berada di tangan 

para pengurusnya saja, sedangkan anggotanya hanya terbatas dalam hal 

menerima laporan-laporan dari aktivitas sebuah koperasi. Jarang sekali 

berjalannya sebuah koperasi dilandaskan pada keberadaan anggotanya, atau 
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dengan lain perkataan ju.rang sckuli aktivitus-uktivitns schuah knpernsi 

dijalankan secara bersama-sma antara anggota dan pengurusnya, padahal 

melihat dasar utama pendirian sebuah kopcrasi adalah berdasarkan 

kepentingan bersama baik itu antara anggota maupun pengurusnya. 

Satu lagi yang menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian 1111 

adalah tentang peranan yang diberikan oleh sebuah badan hukum dari koperasi 

atau dengan kata lain bagaimanakah keberadan sebuah badan hukum suatu 

koperasi dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

C. Permasalahan 

D.alam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk 

mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan 

yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis. 

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah 

sebagai berikut : " Bagaimana sebuah badan hukum koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya ". 

D. Hipotesa 

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki .Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat 

sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan I pembahasan skripsi. Artinya 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 31/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tehemano Gulo - Keberadaan Badan Hukum Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan….



7 

harus dihuktikan kebcnmannyu hcrdasarkan pcmbnhnsnn ynng pada nkhirnya 

dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah scbagai pcndapat scmcntara 

saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan ·hipotesa, tetapi 

tergantung dari pada ohjektifitas atau fakta yang ada . 

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penuhs adalah sebagai 

berikut : " Untuk mendapatkan sebuah badan hukum bagi sebuah koperasi 

maka diperlukan syarat-syarat tertentu, dengan didapatkannya status badan 

hukum maka koperasi dapat bertindak selayaknya manusia dengan 

menghimpun kepentingan anggotanya. Dengan dasar tersebut maka sebuah 

koperasi dapat dijalankan sebagai lembga usaha yang keuntungannya 

dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya ". 

E. Tujuan Pembahasan. 

Apabila kita melakukan sesuatu perrbuatan maka pada ' umumnya kita 

mempunyai tuj uan tertentu, demikian j uga halnya didalam pembuatan Skripsi 

ini juga mempunyai tujuan tertentu. yang ingin dicapai didalam pembahasan 

nantinya. 

Sehubungan dengan pembahasan skripsi 1111, yang menjadi tujuan 

pokok penulis adalah s~bagai b_~rikut : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan 
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kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelcsaikan studinya. 

2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana scbenarnya 

peranan yang diberikan badan hukum koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya, 

3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum tcntang hagaimnu scbc,narnya pcrannn 

sebuah badan hukum koperasi . ., . 

F. Metode Pengumpulan Data. 

Pada pembahasan skripsi 1111 pcnulis mcmakai mcto<lc pcngumpulan 

data, yakni : 

l. Library research ( penelitian kepustakaan ), dimana penulis membaca 

buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus 

mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini . 

2. Field research ( penelitian kelapang_an ), dimana penulis mendatangi 

langsung ke Koperasi Karya Bakti Nusantara serta meminta data tentang 

judul skripsi ini. 
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C) 

BAB II 

TINJAUAN BADAN HUKUM SECARA UMUM 

A. Pengertian Badan Hukum 

Abdul Muis mengatakan : 

Badan hukum itu seperti manusia. Satu jelmaan yang sungguh-sungguh 
ada dalam pergaulan hukum (eineleiblichgeistigclcbcnssccinheit) . Badan 
hukurn itu menjadi suatu " verband personlijchkeit " yaitu suatu badan 
hukum yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat.-alat 
(orgamen) yang ada pada misalnya pengurusnya sepeti manusia . 
Pendeknya berfungsinya badan hukum dipcrsatrnlkan dcngan 
berfungsinya manusia. 4

. 

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa: 

Apa yang dirnaksud dengan badan hukum, tiadalah lain merupakan suatu 
pengertian, dimana suatu badan yang sekalipun bukan berupa 
seorang rnanusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan 
sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dari 
hak-hak dan kewajiban seperti seorang manusia. 5 

Hakekat yang demikianlah yang menganggap suatu badan hukum dapat 

dipersarnakan sebagairnana manusia layaknya dalam pergaulan hukurn. 

Dengan begitu badan hukum yang bukan manusia mempunya1 unsur-

unsur: 

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan 

pemisahan 

4 Abdul Muis, I, Yayasan Sebagai Wadalr Kegiatan Masyarakat, Fak. 
Hukum USU, Medan, 1991 , hal. 29-30. 

5 Abdul Muis, II, Hukum -Pers·ekutuan dan Perseroan, Fak. Hukum 
USU, Medan, 1995, hal. 16. 
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10 

2. Mempunyai tujuan sendiri 

3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi) . 

Perrnasalahan pendirian suatu badan hukum tentulah mempunyai alasan 

tersendiri. 

Salah satu motivasi pembentukan badan hukum antara lain terletak pada 
" pertanggungjawabannya " yang terbatas. Dalam suatu badan hukum, 
maka harta kekayaan perorangan yang tergabung dalam badan huk:um 
tersebut. Artinya, setiap tagihan atas badan ini semata-mata hanya dapat 
ditujukan kepada harta kekayaan badan inj dan tidak akan sampai 
dipertanggung-jawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan 

6 yang tergabung di dalamnya. · 

Dikemukakan pula bahwa" Badan hukum dapat memiliki hak-hak dan 

melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia ". 

Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas 

hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di 

muka hukum, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang 

manusia " .. 7 

Dengan mengindentikkan badan hukum sebagai manusia dalam 

pergaulan hukurn, yang kepentingannya dapat terjadi atau dihndungi sejak ia 

dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata ), maka atas yayasan . dapat terjadi 

bahwa yayasan dapat dianggap telah ada sejak timbuJnya kepentingan, untuk . 

memenuhi kebutuhan atau tuj uan dari harta kekayaan yang terpisah. 

6 Abdul Muis, II, Op.Cit,. haL 16. 

7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, 
hal. 12. 
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Dari kctcrnngan-kctcrangan di alas jclas diakui hadan h.ukum tcrsebut 

dapat juga bukan manusia. Sebagaimana telah diketahui subjek hu.kum selain 

manusia adalah badan hukum . Akan tctari badan hukum mcmrunyui sifot­

sifat khusus. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan 

dalam bidang tertentu . 

Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena 

badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak . 

Badan hukum bertindak dengan perantaraan manusia (natuurlijk persoon), 

akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan 

untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan melainkan untuk dan atas 

nama p~rtanggung-jawaban badan hukum. Salah satu badan hukurn itu adalah 

yayasan. 

Menurut teori fiksi. :" Badan hukum dalam kenyataannya tidak ada. 

Karena itu badan hukurn tidak rnempunyai kehendak dan dengan dernikian 

tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya 

diperlukan syarat adanya kesalahan ". 8 

Dengan demikian menurut teori fiksi badan hukum tidak dapat 

melakukan perbuatan melanggar. hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya 

kesalahan ". 9 

8 Abdul Muis, II, Op.Cit, hal. 58, hal. 35. 

9 Ibid, hal. 37. 
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Selan,iutnya A,iurnn Org.1111 y11ng menynrnnlrnn n11d11n I lulrnrn Sl~h11~ni 

suatu subjek adalah suatu real istis, sebagai mana halnya pada manusia pribadi, 

menyatakan bahwa manusia bcrtindak dcngan otak, langan dan alat-ulut 

lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada badan 

hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus. 

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan 

manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan 

dan sebagainya. Pengurus dari yayasan tersebut mernang rnanusia adanya dan 

merekalah yang mengurus yayasan tersebut sebagai badan hukurn. 

Dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan 

kesalahan,_ dapat pula melakµkan perbuatan rnelanggar hukum (Pasal 

1365 KUH Perdata). 

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi 

yang tetap, bahwa suatu badan hukurn dapat dipertanggung-jawabkan 

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. 

Dalam hal bagaimanakah badan hukurn dapat dipertanggung-jawabkan atas 

perbuatan melanggar hukum dari organ ? 

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam 

batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan hakekat 

tujuannya badan hukurn itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam 

melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tak dapat dihindarinya, 

bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu rnerupakan perbuatan melanggar 
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hukum . 

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu 

dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, rnclainkan dilakukan 
I 

dalam hal melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum. 

Olch karcna jika organ bcrtindak tctap dalam hatas-butas 

wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung-jawab, tidak 

peduli apakah tindakan itu perbuatan melanggar hukurn ataupun pcrbuatan 

yang tidak melanggar hukum . 

Kriterium yang digunakan oleh jurisprudensi untuk mempertanggung 

jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

organ adalah, bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam 

lingkungan formal dari pada wewenangpya . 

Pertanggung-jawaban badan hukum itu ada jika organ bertindak 

sedemikian da]am batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ 

dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat 

melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum yang 

mewajibkan mereka mengganti kerugian secara pribadi pula. 

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas 

wewenangnya, di samping pertanggung-jawaban badan hukum secara pribadi 
I 

mungkin saja hams bertanggung-jawab secara sendiri atas perbuatan 

melanggar hukum. 
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1'1 

B. Tcori-Tcori Badan llulrnm 

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori 

sebagairnana dikatakan olch Ali Riuho hahwa : 

1. Teori fictie dari Von Savigny yang berpendapat berpendapat bahwa, 
badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut 
alam hanya· rnanusia sajalah sehagai suhyck hukum. hadan hukum itu 
hanya suatu fictie saja, yaitu suatu yang sesungguhnya tadak ada, 
tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sesuatu pelaku hukum 
(badan hukum ) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama 
dengan manusia. 

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya 
· manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat 
dibantah adanya hak~hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada 
manusiapun yang mcnjadi pendukung huk-hak itu. Apa yang kita 
namakan hak-hak dari suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun 
yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak­
hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak 
ada yang rnempunyainya dan sebagai penggantinya aualah suatu harta 
kekayaan yang terikat' oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyan 
suatu tujuan. 

3. Teori organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu 
realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia 
ada di dalam pergaulan hukum. Itu adalah suatu " leiblichgeistige 
Lebenseinheit die wollen und das Gewo]lte in Tat umsetzen kam ''. 
Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya tetapi badan 
hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang 
dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, angggota­
anggotanya). Dan apa yang mcrcka putuskan , adalah kehendak atau 
kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum 
sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. 

4. Teori propriete cellective dari Planiol. · Menurut teori ini hak dan 
kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan 
kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak 
mil ik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan be rs ma. Anggota­
anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian 
yang tidak dapat dibagi, tetapi dapat juga sebagai pemilik bersama­
sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, 
bersama-sama semuanya menjadi pernilik . Kita katakan, bahwa 
orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan 
dan membentuk pribadi-pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka 
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k k 
. . , . . 10 

dari itu badan hukum aduluh suatu onslru ·s1yunl1s su.1n. 

Syarat-syarat yang hams ada pada sebuah badan hukum, dimana di 

dalam KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sernpurna rnengenai 

badan hukum. Kata rechtspersoon (badan hukum) itu sendiri sama sekali tidak 

terdapat dalam KU 11 perdata, apalagi mengaturnya secara khusus, lengkap dan 

sistematis menurut pengertian pada dewasa ini . Dapatlah dikatakan, pada 

waktu pembentukan KUH Perdata, perundang-undangan rnasih terdapat 

keragu-raguan mengenai badan hukum. 

Menurut doktrine kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan 

adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum . Syarat-syarat itu ialah: 

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. 

2. Mempunyai tuj uan tertentu 

3. Mempunyai kepentingan sendiri 

4. Adanya organisasi yang teratur. 11 

ad. 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. 

Harta ini didapat dari pemasukan para . anggota atau dari suatu 

perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta 

10 
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, 

Perseroa11, · Perkumpulan., Koperasi, Yayasan, Waqap, Alumni, Bandung, 
1983, hal. 50. 

11 Ibid, hal. 51. 
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kekayaan ini sc11gu.1u diadakun dun 1m:.mt111g dipcrlulrnn Sl~h11g11i 11lnt untuk 

mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. 

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi o~yek tuntulan lerscndiri dari 

pihak-pihak ketiga yang mengadakan hu.bungan hukum dengan badan itu. 

Karena itu badan hukum mempunyai pcrtanggun~an - jawaban scndiri. 

Walaupun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan 

masing-masing anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para 

anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat - akibat hukum 

terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. 

ad. 2. Mempunyai tujuan tertentu 

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideal atau tujuan yang 

commerciel. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena 

itu tujuan bukanlah merupakan kepenting_an prib;ldi dari satu atau beberapa 

orang_ (anggota). :Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh 

badan hukum sebagai persoon (subjek . hukum) yang mempunyai hak dan 

kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh karena badan hukum 

hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, maka perumusan tujuan 

hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri 

maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar. 

ad. 3. Mempunyai kepentingan sendiri 

Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha 
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mcncapai tujuan tcrtcntu itu, maim b:1dan hukum itu mcmpunyai kcpcntin[:!.il11 

sendiri . Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjekti f 

sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum maka kepentingan itu adalah 

kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu badan hukum yang 

mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menunlul dan mempcrtuhunkun 

kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. 

ad. 4. Adanya organisasi yang teratur 

Badan hukum itu adalah suatu kontsruksi hukum. Dalam pergaulan 

hukum, badan hukum diterima sebagai persoon disamping manusia. Badan 

hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak 

hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupak~m badan yang 

rnernpunyai anggota (korporasi) atau rnerupakan badan yang tidak mempunyai 

anggota scpcrti yayasan . Sampai dimana organ yang tcrdiri dari manusia itu 

dapat bertindak hukurn sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan 

jalan bagaimana manusia-rnanusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti 

dan sebagainya ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan 

rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pernbagian tugas dan dengan 

dernikian badan hukum rnernpunyai'organisasi. 

Menurut teori fiksi . :" Badan hukum dalam kenyataannya tidak ada. 

Karena itu badan hukum tidak rnempunyai kehendak dan dengan demikian 

tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya 
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Iii 

d1perlukan syarat ndnnya kcsulahun ". 
12 

Ocngan dcmikian mcnurut tcori fiksi hadan hukum tidak dapat 

melakukan perbuatan melanggar hukum, dianlaranya dipcrlukan syaral adanyn 

kesalahan ". 13 

Selanjulnya aJaran Organ yang mcnyarnakan Bm.Ju11 1 lukulTl scbugui 

suatu subjek adalah suatu realistis, sebagai mana halnya pada manusia pribadi, 

menyatakan bahwa manusia bertirtdak dengan otak, tangan dan alat-alat 

lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada Badan 

Hukum bcrlindak dcngan organ-organnya yang bcrupa pcngurus. 

Akan tetapi dalam hal ini badan hukurn tidak dapat disamakan dengan 

manusia secara fisik. Misalnya dapal menikah , makan , bcrpikir dan bcrjalan 

dan sebagainya. Pengurus dari yayasan tersebut rnemang manusia adanya dan 

merekalah yang mengurus yayasan tersebut sebagai badan hukum. 

Dan dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan 

kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 

KUH Perdata) 

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi 

yang te.tap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan 

berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalarn hal bagaimanakah badan huk:um 

12 Ibid, hal. 35. 

13 Ibid, hal. 37 . 
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dapat dipertanggung-jawabkan atas pcrbuatan rnclanggm hukurn dnri orgnn 7 

Perhuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam 

batas-batas wcwcnangnya bcrdasarkan kctcnluan anggaran das~11· dun liukckut 

tujuannya badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tak dapat 

dihindarinya, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu rnerupakan perbuatan 

melanggar hukurn . 

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu 

dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan dilakukan 

dalam hal rnelaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum. 

Oleh karena jika organ bertindak tctap dalam balas-batas 

wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung-jawab, tidak 

peduli apakah tindakqn itu perbuatan melanggar hukum alaupun perbuatan 

yang tidak melanggar hukum. 

Kriterium yang . digunakan oleh j urisprudensi untuk mempertanggung 

jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

organ adalah, Bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam 

lingkungan formal dari pada wewenangnya . 

Pertanggung-jawaban badan huk:um itu ada jika organ bertindak 

sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ 

dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat 

melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukurn yang 
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mewajibkan mereka mengganti kcrugian sccurn pribudi pulu . 

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas 

wewenangnya, di sarnping pertanggung-jawaban badan hukurn s1.:can.1 pribaui 

mungkin saja harus bertanggung-jawab secara sendiri atas perbuatan 

melanggar hukum. 

Sekarang timbul permasalahari, apakah mungkin koperasi dapat 

melakukan perbuatan rnelawan hukurn dan bagairnana tanggung-jawabnya? 

Setelah kita lihat uraian di atas, maka koperasi dalam statusnya sebagai 

badan hukum tldak luput dari perbuatan rnelawan hukum dan untuk 

pertanggung-jawabannya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa terhadap 

badan hukum koperasi dapal juga bcrlaku scpcrli ap~1 yang tclah diuraikan di 

atas, yakni apabila organ (pengurus) suatu badan hukurn koperasi tetap 

bertindak dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan anggaran dasar dan 

hakekat tujuan badan hukum koperasi itu, maka badan hukum koperasi 

tersebut tetap terikat dan bertangg}lng'.'"_iawab. 

Dan apabila organ bertindak di luar wewenangnya, maka organ secara pribadi 

bertanggung-jawab tcrhadap apa yang tclah dipcrbuatnya. 

C. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebagai Badan Hukum 

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu 

dapat dikatakan mernpunyai kcdudukan scbagai sualu badan hukum. Hal ini 
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ada hubungannya dcngan sumbcr hukum . 

Sumber hukum itu ada yang formal dan ada yang materil. Syarat badan 

hukum tcrscbut dijclaskan dalam hubunganny~1 dcngan sumbcr hukum yang 

formal yaitu : 

1. Telah direnuhi syarat yang diminta oleh rerundang-undangan . 

2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan dan 

jurisprudensi, 

3. Telah .dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh doktrin. 

Dal am hubungannya dengan hal tersebut , J,M.M. Mcijcr 

mengatakan : 

Status scbagai badan hukum hanya dapal dipcrulch, jika dipcnuhi 
persyaratan-persyaratan formal tentang pendirian badan hukum, 
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Selain dari itu, suatu badan 
hukum juga harus rnemenuhi persyaratan-persyaratan materil tertentu. 
Ketcntuan tcrtcntu tcntang pcrsyaratan-rcrsyaratan formil dan metril 
tersebut merupakan peraturan yang bersifat memaksa. 1

'
1 

ad. 1. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan. 

a. Oinyatakan dengan tegas hahwa suatu organisasi adalah hadan hukum. 

Misalnya : Dalam undang-undang, NY_. Di Negeri Belanda dinyatakan 

adalah badan hukum. Juga di Indonesia ada bcbcrapa undang-undang yang 

menyatakan bahwa : 

BRI adalah badan hukum. 

14 Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun V, No. 55 April 1990, hal. 
114. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 31/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tehemano Gulo - Keberadaan Badan Hukum Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan….



22 

PT. Negara dalam aklcnya discbul scht1gt1i Pcrscr\)tlll T\~rh11t11s lctnpi · 

tidak dijelaskan apakah badan hukum itu. 

b. Tidak sccara tcgas discbutkan , tctapi ucngan rcngalurnn scdcrnikian rura 

bahwa badan hukum itu adalah badan hukum. Hingga dari peraturan ini 

dapat ditarik kcsimpulan hahwa hadan hukum ilu adalah misalnya : PT. 

Dah:1111 UU No. 1 Tahun 1995 ada pcngaturannya, dan dari peraturan itu 

dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. itu adalah hadan hukum . 

ad. 2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh kebiasaan dan jurisprudensi 

Kebiasaan dan jurisprudensi itu merupakan sumber hukum formal , 

sehingga apahila tidak ditemukan syarat dalam perundang-undangan dan 

doktrin, maka orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan <.Jan jurisprudcnsi . 

Suatu badan usaha atau perkumpulan dapat diakui sebagai badan 

hukum berdasarkan hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Dimana apabila 

perkumpulan tersebut sudah ditcrima sccara tcrus-mcncrus schingga mcnjadi 

kebiasaan yang menjadi sumber hukum dan telah diakui oleh jurisprudensi 

bahwa usaha tcrscbut adalah badan hukum . 

Demikian juga dengan sebuah koperasi, .selain sudah diatur di dalam 

perundang-undangan, maka hukum dan jurisprudensi telah memperkokoh 

eksistensi koperasi sebagai badan hukum . 

Kebiasaan dan jurisprudensi mempunyai syarat bagi adanya suatu 

koperasi sebagai badan hukum, yaitu : 
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Harus tcrJapat pcmisahan kckuasaa1i. 

Dan organisasi . 

ad. 3. Syarat-syarat yang diminta oleh Doktrin 

Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan scbagai salah satu sumher yang 

formal , seperti misalnya dalam masalah badan hukum. Anggapan atau 

pendapat para ahli hukum sering digunakan untuk dasar mcmccahkan masalah 

yang dihadapi oleh seorang penulis rnaupun keputusan hakim. 

Mcngenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau 

perkurnpulan itu adalah badan hukum, kalangan hukum mengemukakan 

scbagai bcrikut : 

Sri Soedewi Maschoen Sofwan menjelaskan : 

Pertama-tama yang merupakan badan pribadi/persoon itu adalah manusia 
tunggal, dan di samping itu oleh hukum dapat diberikan kedudukan 
sebagai persoon kepada sesuatu wujud yang disebut badan hukum. 
Status sebagai badan hukum ini dapat diberikan kepada wujud-wujud 
tertentu, yaitu : 
a. Kurnpulan orang-orang yang bersarna-sama bertujuan untuk 

mendirikan sesuatu badan, yaitu berwujud perhimpunan, 
b. Kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan 

tertentu, ini dalam masyarakat berwujud kopernsi. 15 

Kemudian Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang ukuran kriteria 

badan hukum itu yaitu : 

a. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan 

15 Chidir Ali, Op.Cit, hal. 94. 
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b. Bcrdasarkan ketcnluun un<lang-undu11g. I<· 

H. Th. Ch. Karl dan V.F.M. den Hertog, rnengernukakan bahwa setiap 

praktek hukum harus rnemenuhi beberapa syarat agar dapatr diakui sah , yaitu : 

a. Tujuan 

b. I larta 

c. Alat-alat kelengkapan organisasi. 17 

Ali Rido rnenjclaskan bahwa unsur-unsur yang Japal Jipakai scbagai 

kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukurn, 

yaitu : 

a. Adanya kekayaan yang terpisah, 

b. Mempunyai tujuan tertentu, 

c. Mempunyai kepentingan sendiri, 

Ad 
. . 18 

d. anya orga111sas1 yang teratur. 

Soenawar Soekawati, mengemukkan unsur-unsur yang dapat 

dipakai/dianggap sebagai badan hukum yaitu: 

a. Terkurnpulnya hak-hak subjektif menjadi satu untuk tujuan tertentu, 
dengan cara yang dernikian maka kekayaan yang bertujuan itu dapat 
dijadikan objek tuntutan utang-utang, tegasnya harus ada harta 
kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, 

b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukurn , dan 
kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang 
sap, 

16 Ibid, hal. 95. 

17 Ibid, hal. 96 . 

18 Ibid, hal. 96 . 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 31/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tehemano Gulo - Keberadaan Badan Hukum Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan….



c. I larus dapat ditunjukkan SlHt!u hmtu kckuywin yi1n1;!. terscndiri ynn~ 
tidak saja objek tuntutan tetapi Japat juga Jianggap olch huku111 
sebagai upaya pemeliharaan kepentingan tersebut yang terpisah dari 

. 19 
kepentmgan anggota-anggotanya. 

Syarat - syarat yang disarankan doktrin agar sesuatu badan hukurn 

dikatakan sebagai badan hukum, yaitu : 

a . Adanya harta kekayaan yang terpisah , 

b. Mempunyaj tujuan tertentu, 

c. Mernpunyai kepentingan sendiri, 

d. Adanya organisasi yang teratur. 20 

D. Jenis Badan Hukum di Indonesia 

Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan I dibagi mcnurut : 

1. Macamnya 

2 . .Jcnisnya 

3. Sifatnya. 

· ad. 1. Pembagian badan hukum menurut rnacamnya 

Menurut landasan atau dasar hukurnnya, di Indonesia dikenal dua 

macam badan hukum yaitu : 

19 Ibid, hal . 97 . 

20 Ali Rido, Badan Hukum dan· Kedudukan Badan ·Hukum, · 
Perseroan Terbatas, perkumpulan, . Yayasan, Koperasi, Alumni, Bandung, 
1983, hal. 80 . 
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a. Badan hukurn orisinil (rnurni asli), yaitu negarn, cnntohnya Negara 

Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Aguslus 1945, 

b . Badan hukum yang tid ak orisinil (tidak murni , tidak asli), yaitu badan­

badan hukum yang berwujud sebagai perkurnpulan berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 1653 KUH perdata. 

Menurut Pasal 1653 KUH perdata, ada empat jenis badan hukum 

yaitu: 

a . Badan hukum yang diadakan/didirikan oleh kckuasaan umum atau olch 

pemerintah. 

Contohnya : propmst, Kotapraja dan Kabupaten serta Bank-Bank yang 

didirikan oleh Negara. 

b . Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum atau pemerintah . 

Contohnya : Perscroan Terhatas, Ra<lan-Badan Keagamaan, gereja-gereja. 

c. Sadan hukum yang diperizinkan oleh pemerintah. 

d. Badan hukum hukum yang didirikan dengan tujuan tertentµ yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang. 

ad. 2 . Pembagian Hukum menurut Jenisnya 

Menu rut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publ ik dan 

hukurn perdata, dan dalam badan hukurn ini dapat lagi dibagi dalarn dua jenis, 

yaitu : 

a. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 31/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tehemano Gulo - Keberadaan Badan Hukum Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan….



27 

atuu ncgarn. Cuntulrnyu ncguru, prnpinsi 1111111 11q1,mu . 

b . Badan hukum perdata, yang dapaty dibagi lagi dalam : 

Badan hukum perdata Eropah, seperti Gereja , mcsjid Wakaf dan Koperasi 
• 

Indonesia. 

ad. 3. Pembagian Badan Hukum Menurut S ifatnya 

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua maeam yaitu : 

1. Badan Hukum Korporasi . 

Contohnya : Perseroan Terbatas, Partai Politik, Perkurnpulan. 

2. Badan Hukum yang berbentuk yayasan. 

Dalarn hal penggolongan badan hukum 1111, L. Utreeh , mengadakan 

penggolongan dari badan hukum yaitu: 

I . Perhimpunan (vcrcniging) yailu yang dibcntuk dengan scngaja dan 
sukarela olch orang-orang yang dcngan maksud mcmpcrkuat 
kedudukan ekonomis mereka memehhara kebudayaan, mengurus soal­
soal sosial dan sebagainya. 

2. Persekutuan orang terbentuk karena pertimbangan faktor sosial dan 
politik dalam sejarah . 

3. Organisasi orang yang didirikan berdasarkan suatu undang-undang 
tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub satu di atas. 21 

21 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Terjemahan Saleh 
Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 267. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 31/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tehemano Gulo - Keberadaan Badan Hukum Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan….



28 

HAH Ill 

TIN.JAUAN TENTANG KOPERASI 

A. Pengertian Koperasi 

Oi I ndoncsia pad a umunya masyarakat sud ah mcngenal/mengctahui 

tentang koperasi, baik menjadi anggota maupun menjadi pengurus di dalam 

koperasi atau sekurang-kurangnya masyarakat tahu tentang kata koperasi itu. 

Sehingga kata koperasi sudah tidak asing lagi di masyarakat. 

Akan tetapi kemungkinan besar, banyak juga masyarakat yang belum 

memahami apa arti_ kata daripada koperasi itu, serta maksud dan tujuan yang 

hendak dicapai dalarn koperasi, guna dapat terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan hidup · masyarakat serta untuk mempertinggi kesejahteraan para 

anggotanya. 

Oleh karena itu, penulis sepenuhnya akan menerangkan tentang arti koperasi 

secara terperinci adalah sebagai berikut : 

" Koperasi berasal dari kata asing yang di Indonesia asal katanya ialah Co 

yang berarti bersama, dan Operation yang berarti bekerja. Jika keduanya 

digabungkan akan menjadi Cooperation atau Cooperative . Istilah ini berarti 

bekerja sama atau bersifat kerja sama ". 22 

Memperhatikan keadaan di atas, tentunya kita akan mempunyai gambaran 

22 Jg. Nirbito, DKK, Pengantar Koperasi, Sinar Wijaya, Surabaya, 
1985, hal. 19 . 
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bahwa koperasi adalah bentuk kerja sama antara orang-orang yang 111g111 

mencapai suatu tujuan bersama di antara satu dcngan yang lainnya . 

Untuk lebih jelasnya, mengenai pengertian koperasi yang termaksud dalam 

Undang-Undang no. 12 Lahun 1967 lcnlang pokok-pokuk pcrkopcrasiun. bub 

11 bagian I pasal 3 adalah : 

'" Kopcrasi Indonesia aJalah organisasi ckunomi r:1ky:1l y;mg hcrwatuk sosial, 

beranggotakan orang-orang ata.u badan-baJan hukum kopcrasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagian usaha berusaha atas asas 

kekel uargaan ". 2
-' 

Di samping itu menurut perijelasan mengenai Undang-U ndang tersebut di atas 

adalah : 

" Koperasi Indonesia adalah merupakan kumpulan dari orang-orang yang 

sebagai rnanusia secara bersama-sama bergotong rnyong berdasarkan 

persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi 

mereka dan kepentingan masyarakat "". 24 

Jadi dengan demikian bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan , yang mern ber,ikan kebebasan 

bagi setiap orang untuk menjadi anggota dengan bekerja sama secara 

kekeluargaan untuk rnenjalankan usaha rnempertinggi kesejahteraan_ 

23 Departemen Perdagangan dan Koperasi, U n<lang-Undang Koperasi 
No. 12 Taliun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian-, Direktorat 
Jenderal Koperasi, Jakarta, 196-7, hal. 4. 

24 Ibid, hal. 24. 
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JO 

Sclun_jutnyu d;1ri 11l:ngcrti11n kl'sth11t di ut11s .. nrnlrn d11L1rn lrnplirnsi it11 

lcrdapat ciri -ciri scpcrti di bawah ini yang sclalu 11a111pak yailu • 

1. Bahwa koperasi Indonesia adalah pcrkumpulan orang-orang dan bukan 

kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi 

Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan 

kopcrasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai 

perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi lndonesia harus benar­

benar mengabdikan kcpada perikcmanusiaan Jan bukan kcbcndaan . 

2. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong-royong berdasarkan 

persamaan den~jat, hak dan kewaj iban yang berarti koperasi adalah dan 

seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena 

demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar dan pada dasarnya harus 

diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti 

bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota. 

3. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia hams didasarkan atas kesadaran 

para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman dan 

campur tangan dari pihak-pihak lain yang . tidak ada sangkut pautnya 

dengan soal-soal koperasi . 

4 . Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan 

kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai 

berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya masing­

masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasa 
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' 
harus dicerminkan pula dalam pcmbagian pcndapatan dalam kopcrasi . 

I !al ini sudal1 111c11judi kctc11tuu11 , l>uliwu cku11u111i l11Jum1sit1 ln11us 

ditingkatkan sedemikian rupa. Sehingga tercapainya kesejahteraan jasmaniah 

para anggotanya, khususnya dalam ekonomi, seperti yang telah ten.:antum 

dalam Undang-Undang Dasar tahun l 945, Pasal 33 ayat 1 " Perekonornian 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ". 25 

Selanjutnya penjelasan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

Pasal 33 ayat 1 adalah : 

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi dikerjakan oleh semua di 

bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat kemakrnuran 

orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asa-kekeluargaan . "Bangun perusahaan yang sesuai dengan 

itu ialah koperasi " . 26 

Jadi jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan, dari orang-or:rng 

secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan kerja, untuk 

mernajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat umum. 

Berarti benar-benar merupakan pendemokrasian yang harus dijamin, bahwa 

koperasi adalah milik anggota sendiri dan diatur sesuai dengan keinginan para 

anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi ditentukan oleh rapat anggota 

25 Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit PD. Kertawaskita Grafika, 
Jakarta , hal. 8. 

26 Ibid, hal. 20. 
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1 ·.~ 

yung nH.: ng ulu111ak1111 1ll11syuwurnli du11 kc11111li1k11l1111 d1d111ll llll'll\'.l1p111 t11i111111 . 

Selain itu mempcrhatikan pula I ingkungan masyarakat disckel ii ingnya 

dimana usaha koperasi tersebut mencapai keberhasilan . Sedang kcadaan 

lingkungan masyarakat harus ditingkatkan secara m usyawarah untuk 

tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat melalui suatu kcrja sama yang 

baik, penuh dengan kekeluargaan satu dengan yang lainnya . 

Hal inipun, yang sebagaimana kita ketahui dalam Undan g-undang nornor 12 

tahun 1967, Bagian 3, Pasal 5, bahwa « asas koperasi Indonesia adalah 

kekeluargaan dan kegotong-royongan " .27 

Dengan hal tersebut di atas bahwa asas kekeluargaan dan kegotong 

royongan merupakan makna dari segala sesuatu dalam koperasi oleh semua 

untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota 

atas dasar keadilan dan kebenaran serta keinsyafan dan kcsadaran scmangat 

kerja sama dan tanggung-jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang 

dalarn bertitik berat pada kepentingan bersama. Sehingga kedudukan koperasi 

akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya, 

penuh kegairahan kerja dan tanggung-jawab bersama, berjuang menyukseskan 

tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan berjuang secara 

manunggal untuk mengatasi resiko yang diderita oleh koperasi, sebagai akibat 

usaha untuk kepentingan bersama. 

27 Departemen Perdagangan dan Koperasi, Op. Cit, hal. 5. 
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Dulan1 kopcrnsi l11Joncsi11 i11i , l~rdupul pul11 Sl'lHli c s~·11di lw1wrnsi ~1 1111~. 

berwatak sosial. Dan dasar-dasar bekerja ini rnerupakan ciri-ciri khas dari 

koperasi yang dapal membcdakan antara kopcrasi dcngan budan-hmlan 

ekonomi lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi dasar koperasi Indonesia 

yang te.lah ditentukan dalam. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Pasal 6 

bagian 4 adalah sebagai berikut : 

1. Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk set iap warga negara 
Indonesia. 

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan 
demokrasi dalam koperasi . 

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut Jasa masing-masing 
anggota. 

4. Adanya pembatasan bunga dan modal. 
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. 
7

· Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencermman daripada 
prinsip dasar percaya pada diri sendiri. 28 

Makna yang terkandung dalam ketcntuan-kctentuan yang termasuk 

dalam Pasal 6, Bagian 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut adalah : 

1. Sifat sukarela untuk menjadi anggota koperasi 

2. Sifat keterbukaan menjadi anggota . koperasi bagi setiap warga negara 

Indon_esia. 

3. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi. 

28 Ibid, hal. 5. 
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4. Pcrnhagiun sis~1 h<.1sil us~1lrn . 

5. Modal dalarn koperasi diberi bunga tcrbatas. 

6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarak at. 

7. Keterbukaan usaha. 

8. Kepercayaan, kemampuan dan kekuasaan diri sendiri. 

B. Sejarab Koperasi 

Koperasi pada awalnya berdiri di Indonesia sewaktu masa penjajahan 

Kolonial Belanda. Pendirian koperasi tersebut dirnaksudkan sebagai suatu 

cara dalarn rncningkatkan pcrckonornian rakyat khususnya para anggotanya. 

Raden Aria Wiriaatrnaja, Patih Purwokerto pada tahun 1896 rnerniliki 

hasrat untuk mendirikan Hulp Spaarbank yang berarti Bank Simpanan. 

Pendirian ini tidak terlepas dari peran serta sahabatnya yaitu Tuan Sieburgh 

yang memiliki jabatan sebagai residen di daerah yang sama dengan Raden 

Aria Wiriaatmaja. Pada awalnya pendirian bank itu bertujuan sebagai alat 

mengantisipasi dari lintah darat yang banyak menyulitkan kaum 

priyayi/pegawai pemerintah. Namun akhirnya tujuan pendirian itu semakin 

diperluas agar bisa menyentuh kehidupan rakyat priburni yang memang tidak 

rnemiliki banyak pembela dalam bidang ekonomi . Sangat perlu diperhatikan 

dalam gerakan pengembangan bank yang berwatak dasar koperasi ini adalah 

peranan dari De Wolff van Westerrode yang menggantikan E. Sieburgh. 

Bersama tokoh yang barn inilah maka nama koperasi secara resmi dipakai 
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1 .~ 

dalam sehuah kopcrasi krcdit. yang mcnguplikasikan pola Rciffciscn dan 

Schlultze Delitzsch. Pemerintah kolonial menganggap 1111 sebagai gerakan 

berbahaya yang tidak rnendukung keberadaan pemerintah di kala itu. Dcngan 

segala dalihnya maka mereka mendirikan : Algemene volkscrediet Bank dan 

Rumah Pegadaian . lni untuk menarik minat rakyat yang memang sekilas lebih 

menggiurkan namun justeru menjerumuskan . 

Perkembangan kopcrasi berikutnya diikuti dengan usaha dari Budi 

Utomo (Organisasi Kebangsaan yang sangat di.segani di masanya) mendirikan 

Koperasi Rumah Tangga tahun 1908. Dikarenakan kurangnya kesadaran dan 

pihak yang Lcrkait/masyarakal maka kopcrasi ini tiJak bcrlahan lama. l Jsaha 

serupa juga dilakukan oleh Organisasi Sarikat ls lam mesk i konsep Toko 

Kopcrasinya juga harus bernasib sarnadengan milik Budi Utomo. Mensikapi 

keadaan ini barulah pada tahun 1920 ada semacam litik Lcrang dalam gerakan 

koperasi dirnana pemerintah merasa bahwa prototipe ini bisa jadi embrio bagi 

tata perekonomian Indonesia adalah Dr. J .H. Boeke yang ditunjuk sebagai 

ketua pernasyarakatan program koperasi . Deng_an hasil peraturan Koperasi 

Stbl. 1927 No . 91 dengan segala kemudahan bagi rakyat sekaligus merupakan 

revisi Peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915 yang tidak rasional dan 

memberatkan rakyat. Lima tahun sejak Peraturan Koperasi ini keJuar, jumlah 

koperasi kernudian berkernbang men_jadi ribuan namun karena pemerintahan 

kolonial melakukan aksi persaingan dagang yang tidak fair koperasi kembali 

mengalami masa-masa yang suram dalarn catatan sejarah . Masa kelam 
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kopcrasi muncul kcmbali dnlam c~1tutan scjarah . Catat;in ;1khir knpcrnsi ,intnnn 

Kolonia! adalah dcngan bcrdirinya Moeder Ccntrak atau pusat gabungan 

koperasi , meskipun masih dibcri ruang gernk namun semu~1 itu hanyalah 

pemanis kata saja. 

Perkembangan koperasi di jaman Jepang memang jauh dari yang 

diharapkan. Sebab setiap penjajah akan se1a1u menerapkan suatu batasan 

untuk: memutuskan apakah suatu hal boleh hidup atau tidak. Namun meski 

begitu tetap saja ada beberapa hal yang bisa dicatat. Legalitas pendirian 

koperasi di masa itu harus datang dari pemerintah yang diwakili oleh seorang 

pcjabat dcngan pangkut scrcnduh-rcndnhnyu scornng Suchokan atau rcsidcn . 

Ini membuat koperasi sedikit banyak tidak berkernbang sebab peraturan 

memang sedemikian ketat dan tidak mengunlungkan bagi masyarakal. Jcpang 

menghapus semua peraturan yang selama ini sudah diberlakukan oleh 

pemerintah untuk kehidupan koperasi. Sebagai alternatif oleh pemerintah 

untuk kehidupan koperasi maka didirikanlah Kumiai atau Koperasi ala Jepang. 

Rangsangan ini disambut baik hingga ke desa, sebab tugas Kumiai menurut 

Jepang adalah alat penyalur kebutuhan rakyat namun sebaliknya malah 

kernudian menjadi penyedot potensi rakyat. Tni membuat perhatian koperasi di 

kalangan rakyat rnenurun dan membuat masa-masa berikutnya sebagai masa 

sulit bagi koperasi . 

Berkisar 3 1h tahun kemudian keberadaan Jepang di Indonesia cukup 

memberikan akibat yang menyengsarakan rakyat. Utamanya pada kehidupan 

I 
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kopcrasi Pcndirian knpcr;1s i yang kc11111di;1n dicmhcl-cmhcli dcngnn hnrapan 

semasa awal kemerdekaan kurang rnendapal sa1nbulan bahka11 duku11ga11 dan 

rakyat . Sebab rnereka sudah kenyang dengan janji-janj i yng diberikan oleh 

pernerintah penjajah. La lu baga irnana akhir ccrila 1H.:rinLisa q11ya sclii11gga 
I 

koperasi berkem bang seperti sekarang. 

Sejak dicantumkan dalam lJUD 1945 pasal 33 maka kedudukan 

koperasi sebagai prototipe badan usaha yang sesuai untuk bangsa Indonesia 

menjadi kuat . Dalam pelaksanaannya maka melalui UURl No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian diatur segala seluk beluk mengenai kehidupan 

berkoperas i Indones ia. Secarn leknis pclaksanaannya dilangani oleh 

Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Sebelum UURI No. 25 Tahun 

1992 tersebut pada tahun 1967 juga sudah disusun undang-undang yang 

mengatur pokok-pokok koperasi yaitu undang-undang No. 12 Tahun 1967. 

C. Pembentukan Koperasi 

Pembentukan koperasi berazaskan dari pendirian koperasi di Indonesia 

adalah 

1. Kekeluargaan 

2. Kegotong royong?tn. 

Dengan dua asas tersebut diharapkan kemandirian koperasi dalam 
' 

memakrnurkan. anggotanya akan t ercapai . Untuk ini se lalu harus dipupuk 

kesamaan langkah dan upaya saling mendukung di antara semua komponen 
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yang !crlibat dalam kopcrasi tanpa !crkec.uilli . l)alurn sern1111gil! siding 11s11h, 

asih dan asuh. 

Asas koperasi bukan sebuah hat yang baru, scbab sccara tradisional 

semangat kegotong royongan sangat tinggi di lndonesia meskipun dipisahkan 

diantara pulau-pulau. Berdasarkan keberadaan latar belakang hal tersebut 

mengamalkan asas kekeluargaan dan gotong royong rnerupakan sebuah 

langkah yang mudah. Apalagi biasanya koperasi berdiri di sebuah lokasi 

dimana masing-masing anggotanya mengenal dengan baik satu sama lain dan 

memiliki latar belakang yang sama. Sehingga rasanya tidak akan ada 

kesukaran untuk menyamakan persepsi. 

Koperasi Indonesia berlandaskan kepada 

1. Pancasila 

2. UUD 1945 

3. lJU RI No. 25 Tahun 1992 

Dalam menciptakan jalur pasti bagi . gerak koperasi di dalam 

masyarakat maka pemerintah secara rinci dan baku perlu rnembuat satu 

peraturan yang rnenjadi landasan gerak bagi koperasi Indonesia. Landasan 

gerak ini berlaku untuk sernua badan usaha yang berbentuk koperasi dan tidak 

ada point yang. bisa dihilangkan atau diganti . Penghilangan salah satu atau 

sebagian akan membuat cacat gerak pada kopera~i dan membuat berkurangnya 

nilai positif koperasi pada anggota. 

Landasan yang rn.enjadi dasar kehidupan koperasi yang utama adalah 
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Punc.nsiln schugui di1si1r nct'Jllil . Wt1ti1k dnn pcrilnk11 illlf!.f!.Plll lwpcrnsi ~1 1111 !}. 

ber-Pancasila menjadikan jarninan pasti bahwa pelaksanaan koperasi berjalan 

di atas dasar ini . lni sangal sesuai den gan sila ke-5 : Ke;,,idilan sosial unluk 

seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sebuah badan usaha yang melakukan 

kegiatan ekonorni rnaka koperasi memiliki watak sosial yang mengarah 

kepada kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata demi men can 

keuntungan . 

D. Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi 

I. Bcntu k Kopcrasi 

Timbulnya inisiatif baik dari orang seseorang atau dari beberapa orang 

untuk menggabungkan diri dalam sualu ikatan untuk bcker_jasarna alas dasar 

koperasi. Timbulnya inisiatif membentuk koperasi kebanyakan karena tekanan 

ekonorni atau ada juga disebabkan sesuatu usaha yang tidak sanggup 

dikerjakan secara sendiri-sendiri. 

Tingkat pertama dari bentuk koperasi adalah koperasi primer. Pada 

tingkat permulaan ini umumnya para anggota terdiri dari orang-orang yang 

saling mengenal, seperti sedesa, sekota dan lain-lain. 

Biasanya pada tingkat ini koperasi primer hanya membela satu bidang 

kepentingan anggota-anggotanya, seperti bi dang kredi t, menj ual kebutuhan 

seha:ri-hari (koperasi pemakaian), penjualan (Koperasi penjualan), Pembelian 

(Koperasi Pembelian) dan lain-lain . 
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Tingkal kcdua dari bcnluk lrnpcrnsi adulali k1ljH.:rnsi pusut utuu 

koperasi sekunder. Koperasi Pusat ialah penggabungan tingkat kedua, dengan 

tugas mengerjakan commercial Ja11 iJcal. Bad;111 i11i 111l: 11 g i1111hil hug1 1111 yn11g 

amat penting dalam perkembangan gerakan koperasi. 

Badan ini merupakan bagian tengah yang langsung berhubungan 

kebawah dan keatas . Dalam praktek badan pusat ini selalu mengikuti 

perkernbangan-perkembangan dunia koperasi dengan penuh perhatian supaya 

dapat mengambil sarinya yang berguna dan dapat menjadi pedoman dalarn 

memajukan usaha koperasi . 

Bentuk-bentuk gabungan koperasi selanjutnya disebut tingkat ketiga. 

Umumnya badan-badan pusat koperasi dalam suatu negara rnenggabungkan 

diri dalam suatu federasi atau rnajel.is koperasi. Majelis koperasi ini pada 

umumnya tidak mempunyai sangkut paut yang langsung dalam soal ekonomi, 

karena hal-hal ini sudah cukup diselenggarakan oleh badan-badan pusat 

koperasi peserta koperasi-koperasi primer yang tergabung di dalamnya. 

2. Jenis-Jenis Koperasi 

Adapun jenis-jenis koperasi ini dapat disebutkan sebagai berikut : 

a. Koperasi serba usaha. 

Koperasi serba usaha (KSU) merupakan koperasi yang harnpir sama 

dengan Koperasi Unit Desa narnun Koperasi Serba Usaha berkernbang di 
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kota. Adapun pola kopcrasi ini diadakan untuk mcnyalukan potcnsi 

ckonorni untuk kcmudian 111c11ggarap bcrliagai usali:i l>c1st1111u 111c111bc11tuk 

satu koperasi yang kuat tanpa tandingan dengan pola koperasi lain . 

b. Koperasi Produksi. 

Ciri utama sebuah koperasi produksi adalah, bilamana koperasi itu secara 

hukurn telah sah rnaka 'koperasi itu harus mengadakan program untuk 

kegiatan produksi usaha, baik berupa barang maupun jasa, dan 

lazimnya adalah barang. Koperasi ini biasanya didirikan oleh usaha sejenis 

untuk menggalang kekuatan dan kemarnpuan bersama agar tingkat 

produktivitas dan kcmampuan usahanya n1cningkat. 

c. Koperasi Unit Desa. 

Pada awal pembentukannya koperasi ini rnemang ditujukan sebagai sarana 

untuk mengantisipasi problema .dasar yang banyak terdapat di lingkungan 

mayarakat desa seperti : persoalan pangan. Koperasi Unit Desa merupakan 

koperasi wajib yang didirikan di lingkungan desa dan memiliki struktur 

hingga ke pusat sehingga perkernbangannya bisa tcrpantau. 

d. Koperas.i Industri . 

Ciri utama koperasi ini adalah bahwa industri yang banyak tampil dalam 

lingkungan ini adalah industri spesi:fik yang hidup dalam masyarakat 

seperti kerajinan. Ada kalanya orang juga menganggap bahwa koperasi 

industri jugci koperasi kerajinan dengan banyak ragam. 

e. Koperasi Perikanan. 
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Salah satu peranan dari kopcrasi perikannn y;111g hcs;ir dan diperhitun gknn 

adalah bilamana ia dapat 111c11i11gkatka11 kualitas hidup dari para nclaya11 

dan pengusaha tani ikan . Unsur spesifik ini menyebabkan koperasi 

pe rikanan lidak bisa Jidirikan di sl:mba n:111ga11 ll:111pal. Kupl:rasi sl:jc111s i11i 

dapat didirikan di pesisir atau di daerah sungai besar atau di tempat 

penampungan ikan . 

f. Koperasi Peternakan. 

Koperasi peternakan ini biasanya sesua i dengan kecenderungan dari 

masyarakat sekitar namun adakalanya bisa pula diran~ang dengan 

menyediakan bantuan . Koperasi peternakan ini merupakan koperasi yang 

melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari pekerja hingga pemihk 

modal peternakan untuk menggalang kernampuan usaha yang lebih besar. 

g. Koperasi Pertanian. 

Koperasi ini merupakan suatu Jents koperasi yang banyak membantu 

pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani dan program 

pengentasan desa tertinggal. Akan sangat membantu bagi para aparat yang 

terjun langsung . di te11gah masyarakat, dan bisa 111enjadi ajang bagi 

pencapaian petani mandiri dengan pola olah manajemen yang benar dan 

terorg;misir. 

h. Koperasi Asur:ansi. 

Meski tidak merakyat seperti KUD namun koperasi asuransi merupakan 

sebuah wadah untuk memperkecil resiko sekaligus menggalang dana. 
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Konscp ini <1dabh ~111.1urnn Mcntcri Kopcrnsi pudn lah11n I 07) dan sCf!>iila 

dana yang tersal.ur melalui koperasi asuransi akan dialokasikan untuk 

pcngcmhangan usaha kccil , clan hasilnya akan dipcq; un;ikun sch;1 g;ii Lhina 

sisa basil usaha untu~ kesejahteraan anggotanya. 

1. Koperasi komsumsi . 

Dasar pertirnbangan didirikannya koperasi komsumsi adalah demi untuk 

memberikan terminal terakhir bagi para anggotanya dalarn rnemenuhi 

kebutuhan komsumsinya. Kebutuhan komsumsi yang meliputi kebutuhan 

pokok ataupun kebutuhan penunjang. Salah satu cara yang tepat untuk 

menyentuh anggotanya adalah Ji..:ngan jalan 1111.:ndirikan loku kumsumsi 

dengan kebutuhan lengkap di pusat lokasi dan warung pembantu di 

beberapa tempat slralcgis. 

J. Koperasi simpan pinjarn. · 

Koperasi i.ni bergerak dalam bidang simpan pinjam bagi para anggotanya. 

Pada dasarnya pembentukan koperasi in i adalah untuk menghindari para 

anggotanya melakukan peminjaman dengan sistem ijon . 
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KESIMPlJLAN DAN SARAN 

57 

Setelah dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan maka dapat 

diberikan kesimpulan dan saran. 

A. Kesimpulan 

l. Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan adalah suatu bentuk koperasi 

yang lahir karena kepentingan bersama para anggotanya yang bernaung 

di bawah organisasi Yayasan Biro Jasa Karya Bakti Nusantara Se 

Sumatera Utara. 

2. Peningkatan kesejahteraann anggotanya dilakukan melalui pelaksanaan 

pemberian kredit. Pelaksanaan pernberian kredit kepada anggota 

Koperasi selain bertujuan untuk rneningkatkan kesejahteraan kepada 

anggotanya jug?t . sebagai suatu bentuk usaha dari koperasi yang . 

bersangkutan sehingga dengan demikian dari basil usaha tersebut dapat 

ditindak la.njuti kemajuan koperasi tersebut. 

3. Pertangg.ung-jawaban atas aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh suatu 

koperasi dipegang oleh pengurus-pengurus koperasi tersebut. Pengurus­

pengurus suatu koperasi tersebut yang bertindak atas nama dan u.ntuk 

segala aktivitas koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian apabila 

diminta.k:an pertanggung-jawaban suatu koperasi maka pengurus 
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mewakih koperasi sebagai suatu badan hukurn . Selain ha! terseb.ut 

dapat juga diperlakukan sistem perwakilan. Dimana koperasi melalui 

pengurusnya memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak dan 

atas nama dari koperasi tersebut. Biasanya dalarn ha! ini adalah seorang 

kuasa hukum . 

4. Keberadaan lernbaga usaha koperasi sebagai lembaga sosial di tengah­

tengah anggotanya adalah sebagai lembaga yang rnelaksanakan 

program peningkatan kesejahteraan anggotanya. 

B. Saran 

1. Agar pembangunan ekonorn i dilaksanakan oleh pemerintah bersama­

sama dengan masyarakat di dalam meningkatkan wadah potensial 

ekonomi masyarakat terutama anggota Koperasi Karya Bakti 

Nusantara, rnaka hendaknya pengurus Koperasi Karya Bakti Nusantara 

harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta harus 

mendapat penerangan dan bimbingan dari instansi terkait, sehingga 

dengan demikian fungsi dan tujuan koperasi yang dibentuk tersebut 

tidak hanya menguntungkan segclintir pengurus tetapi juga semua 

anggota ko.perasi yang bersangkutan. 

2. Untuk mewujudkan dan mengembangkan Koperasi, hendaknya 

dibutuhkan suatu rangkaian kerjasama antara anggota dengan pengurus, 

sehingga dapat tercapainya pelaksanaan kerja yang harrnonis. 
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3. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari perlu ada nya kcaktivan 

scorang pcmimpin bescrta pcngurus lainnya sccara rutin. Schingga 

dalarn pelaksanaannya pemirnpin dapat mengetahui kcgiatan se hari -

hari . 
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